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DIAN REZKY (E21111263), Transparansi Pelayanan Koperasi Akbar Di SMA
Negeri 21, xiii +75 Halaman + 4 tabel + 5 gambar + 25 daftar + lampiran (1992-
2014). Dibimbing oleh Drs.H.Nurdin Nara, M.Si. dan Adnan Nasution,S.Sos.
M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang transparansi pelayanan di
Koperasi Akbar SMA Negeri 21 Makassar. Transparansi ini meliputi : persyaratan
pelayanan, biaya dan waktu pelayanan, serta prosedur pelayanan.
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang ada dianalisis dengan
menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam pelayanan
Koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar dapat dikatakan belum transparan.
Ditinjau dari keterbukaan waktu dan biaya, masih ada laporan keuangan yang tidak
dipaparkan kepada anggota Koperasi seperti Laporan penjualan makanan dan biaya
penyusutan. SHU yang diperoleh tiap anggota tidak dicantumkan rumus
perhitungannya. Serta prosedur tentang dana titipan / simpanan suka rela yang tidak
jelas perjanjiannya.
Kata kunci : Transparansi pelayanan, Koperasi
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DIAN Rezky (E21111263), Transparency Services of Koperasi Akbar at 21 of
Senior High School Makassar, xiii + 75 Page + 4 tables + 5 pictures + 25 library
+ attachments (1992-2014). Supervised by Drs.H.Nurdin Nara, M.Si. and Adnan
Nasution,S.Sos. M.Si.
This research aims to know about the transparency service at Koperasi Akbar
in 21 of Senior High School Makassar. This transparency includes: requirements
service, cost and time service , and procedures service.
This is a descriptive research. Data collected through observation, interviews,
and documentation. Existing data were analyzed using qualitative analysis.
The results showed that the application of transparency service at Koperasi
Akbar in 21 of Senior High School Makassar can be said not transparent yet.
Judging from the openness of time and expense, financial statements are not
presented to members of cooperatives such as food sales report and Insurance
Expense. The profit report obtained by each member not given calculation formula.
As well as procedures on funds deposited / deposit voluntary agreement is not clear.
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I.1 Latar Belakang Masalah
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini
berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi
tercapainya kehidupanekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang
yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat
di sekitarnya.
Koperasimempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun
usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi
terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang
memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah
Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan
perkumpulan-perkumpulan koperasi.
Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan
sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa maupun guru atau
pegawai yang berada di lingkungan sekolah. Koperasi sekolah dapat
didirikan pada berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan, misalnya
koperasi sekolah dasar, koperasi sekolah menengah pertama, dan
seterusnya. Adapun koperasi sekolah juga dapat dimaknai sebagai
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koperasi yang berada pada lembaga pendidikan lain, selain pendidikan
formal, seperti yayasan, lembaga masyarakat, dan pesantren.
Landasan pokok dalam perkoperasian Indonesia bersumber pada
UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Pasal ini mengandung cita-cita untuk
mengembangkan perekonomian yang berasas kekeluargaan. Peraturan
yang lebih terperinci tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992. Undang-undang ini berisi pedoman bagi pemerintah dan
masyarakat mengenai cara-cara menjalankan koperasi, termasuk
koperasi sekolah. Koperasi tidak berbadan hukum. Pengurus dan
pengelola koperasi sekolah dilakukan oleh para siswa maupun guru atau
pegawai sekolah yang termasuk anggota koperasi.
Agar koperasi sekolah dapat berjalan dengan baik maka harus
mengikuti tujuh prinsip koperasi, yaitu : keanggotaan bersifat sukerela
dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU
dilakukan secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal, kemandirian melaksanakan pendidikan perkoperasian, dan
kerjasama antar koperasi.
Koperasi Akbardi SMA Negeri 21 Makassar merupakan koperasi
sekolah yang didirikan pada tahun 2007, anggotanya terdiri dari guru dan
pegawai tata usaha SMA Negeri 21 Makassar. Koperasi Akbar
menjalankan usahanya dengan melakukan bisnis fotocopy, menjual
peralatan ATK dan pakaian sekolah serta buku LKS untuk siswa SMA
NEGERI 21 Makassar, namun dalam menjalankan usaha tersebut hanya
diurus oleh pengurus koperasi dan banyak anggota yang belum terlibat
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dalam menjalankan usahanya dan tidak mengetahui tentang prosedur,
perincian biaya, serta persyaratan teknis dan secara administratifnya.
I.2 Rumusan Masalah
Kurangnya informasi tentang pelayanan koperasi ini didukung dengan
pernyataan dari seorang anggota koperasiyang tidak mengetahui berapa
persen pembagian jasa mitra yang akan dia terima pada Rapat Anggaran
Tahunan (RAT) yang diadakan tiap tahun. Iamengatakan “tidak ada
tercantum berapa persen yang akan diterima oleh anggota mengenai
Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi pada RAT”. Salah satu guru SMA 21
Makassar yang juga seorang anggota koperasi Akbarmengatakan “tiap
selesai penjualan buku,semua pengurus dan anggota akan menerima
uang bonus, tapi kenapa bonus yang diterima oleh anggota, pengurus
dan kepala sekolah jumlahnya berbeda”.
Semua usaha yang dilakukan oleh koperasi Akbar di SMA Negeri 21
Makassar hanya dikelola oleh empat orang pengurus saja, yakni ketua,
sekretaris, bendahara, dan satu karyawan, anggota lain hanya terlibat
dalam Rapat Anggota Tahunan yang diadakan tiap tahun.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan di
koperasi AKBAR SMA NEGERI 21 MAKASSAR.
I.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan
ilmu Good Governance khususnya dalam transparansi
pelayananterkait keterbukaan proses pelayanan, kemudahan
memahami peraturan dan prosedur pelayanan, serta kemudahan
untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek
penyelenggaraan pelayanan koperasi.
2. Secara Praktis
a. Bagi Koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
Koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar dalam
menangani masalah keterbukaan (transparansi)pelayanan.
b. Bagi anggota dan Masyarakat.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi
masyarakat tentangproses pelayanan, peraturan dan
prosedur pelayanan, serta informasi mengenai berbagai
aspek penyelenggaraan pelayanan koperasi.
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c. Bagi Instansi Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan





II.1 Konsep Transparansi Pelayanan
II.1.1 Transparansi
Transparansi merupakan salah satu dari karakteristik good
governance atau kepemerintahan yang baik. Transparansi secara harfiah
adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata
keterbukaan.
Transparansi adalah penyediaan informasi tentang pemerintah(an)
bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi
yang akurat dan memadai. (Agus Dwiyanto, 2006:80).
Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (opennsess)
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkaitdengan aktivitas
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan
informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan
dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan
keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Hidayat mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat
harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang
proses dan keputusan yang diambil (tahir, 2011:163).
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan dibidang manajemen
berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan.Prinsip
transparansi dapat diukur melalui indikator (Surya darma, 2007), yaitu:
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1) Mekanisme yang menjamin system keterbukaan dan standarisasi
dari semua proses pelayanan publik;
2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang
berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses
didalam sektor publik;
3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran
informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan
melayani.
Keterbukaan informasi publik menjadi sarana untuk mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik
lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik adalah
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat
dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan informasi. Transparansi dibangun dalam adanya
aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini, proses, institusi dan
informasi dapat secara langsung diakses oleh mereka yang
berkepentingan. Di samping itu, juga tersedia cukup informasi untuk
memahami dan memonitor ketiga hal itu. (Hamdi,2001)
Transparansi berarti warga dapat mengetahui bagaimana
pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik,
sejak dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
atau pengendalian.
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Ada sembilan tingkatan yang diharuskan dalam menerapkan prinsip
keterbukaan (Ratminto dan Winarsih, 2006), yaitu:
1. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan
publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan atau pengendalian oleh masyarakat. Seluruh kegiatan
tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh
masyarakat.
2. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang
berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan
secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam
rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik
harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah
dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir (flow chart)
yang dipampang dalam ruangan pelayanan. Bagan alir sangat
penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi
sebagai:
a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan;
b. Informasi bagi penerima pelayanan;
c. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan
mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan;
d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif
dan efisien;
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e. Pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan aparat
pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap
konsistensi pelaksanaan kerja.
3. Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan
Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik
berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan
persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal
mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau
relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan.
4. Rincian Biaya Pelayanan
Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama
atau sebutan apapun, sebagai imbalan atas pemberian pelayanan
umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan
mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara
pemohon atau penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Unit
pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara
langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima
oleh unit yang bertugas mengelola keuangan atau bank yang
ditunjuk oleh pemerintah atau unit pelayanan. Di samping itu, setiap
pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda
bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.
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5. Waktu penyelesaian Pelayanan.
Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian
suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya atau dipenuhinya
persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan
selesainya suatu proses pelayanan. Unit pelayanan instansi
pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor
urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan
pelayanan harus lebih dahulu dilayani atau diselesaikan apabila
persyaratan lengkap, hal ini sesuai dengan azas first in first
out (FIFO).
6. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab.
Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab
memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan, persoalan
dan sengketa, diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama
di meja atau tempat kerja petugas. Pejabat atau petugas tersebut
harus ditetapkan secara formal berdasarkan Surat Keputusan atau
Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang.
7. Janji Pelayanan
Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja
pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan
kepada masyarakat. Janji pelayanan ditulis secara jelas, singkat dan
mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan
informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar
kualitas pelayanan.
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8. Standar Pelayanan Publik
Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar
Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan
kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai
jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar
pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi
dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan
hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa
janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah
dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan.
9. Lokasi Pelayanan
Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak
berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan,
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai
termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika
(telematika). Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh
pelayanan, dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu atau pos-pos
pelayanan di kantor kelurahan atau desa atau kecamatan serta di
tempat-tempat strategis lainnya.
Konsep transparansi dalam pelayanan publik menunjuk pada
keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan
bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna
dan stakeholder yang membutuhkan. Jika segala aspek proses
penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang
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diperlukan, cara pelayanan serta hak dan kewajiban penyelenggara dan
dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggara dapat dinilai
transparan (Dwiyanto, 2006;236).
Menurut Dwiyanto (2008 :236) Setidaknya ada tiga indikator yang
dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik, yaitu :
1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan
publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh
proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan,
biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur
pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan pelayanan harus
dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang
berkepentingan.
2. Kemudahan dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan.
Maksud dari penyataan tersebut bukan hanya dalam arti literal
semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan itu.
Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang
diperlukan sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting
bagi yang berkepentingan.
3. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek
penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna
memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan
pelayanan publik, semakin tinggi transparansi.
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II.1.2 Konsep Pelayanan
Menurut S. Lukman, pelayanan merupakan suatu kegiatan atau
urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seorang
dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan
pelanggan. (A.Batinggi & Badu Ahmad, 2013:4)
Selanjutnya Prasojo, menyatakan pelayanan publik merupakan suatu
upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui
penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan.
Menurut Prasojo, pelayanan merupakan respons terhadap
kebutuhan manajerial yang akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu
mendapatkan produk yang mereka inginkan.
Pengertian pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor
63/kep/m.pan/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Manajemen pelayanan pada sektor publik adalah keseluruhan
kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang
secara operasional dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau badan
hukum lain milik pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya,
baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat
maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu.(A.Batinggi &
Badu Ahmad, 2006:29).
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Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat
dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan (A.Batinggi & Badu
Ahmad, 2006:30), yaitu :
a. Pelayanan pemerintahan
Adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas
umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak dan
keimigrasian.
b. Pelayanan pembangunan
Suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan
sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada
masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga Negara.
Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan,
dan pelabuhan-pelabuhan.
c. Pelayanan utilitas
Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti
penyediaan listrik, air, telepon dan transportasi massal.
d. Pelayanan sandang, pangan dan papan
Merupakan jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan
pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan
beras, gula, minyak, gas, dan perumahan murah.
e. Pelayanan kemasyarakatan
Yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifatdan
kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial
kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan pendidikan,




Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Pengakuan penting PBB dalam launching IYC 2012 di New York,
dinyatakan bahwa koperasi telah ikut mengurangi kemiskinan,
menciptakan pekerjaan, mendorong integrasi sosial, mewujudkan
globalisasi yang fair. Sementara itu dalam dokumen resmi Deklarasi
RIO+20 di Brazil, koperasi diakui sebagai kunci dari pembangunan yang
berkelanjutan.Koperasi dinilai sebagai bentuk perusahaan yang budaya
lestari karena menempatkan visi kemanusiaannya sebagai sentral
Menurut Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam Hendrojogi
(2004:21) :
“koperasi adalahperkumpulan manusia seorang-seorang yang
dengan sukanya sendirihendakbekerja sama untuk memajukan
ekonominya”
Kata-kata yang tersurat dalam defenisi tersebut dapat diterangkan
sebagai berikut :
 Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi;
 Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah
mencapai apa yang diinginkan;
 Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-
pertimbangan ekonomis.
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Dr. Fray dalam Hendrojogi (2004:20) menyatakan bahwa “koperasi
adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri
atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak
memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing
sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat
imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi”.
Di samping menunjukkan adanya unsur “untuk golongan ekonomi
lemah”, defenisi dari Dr.Fray juga mengandung unsurkerjasama, tidak
memeningkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang
dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota
diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam
perkumpulan.
Menurut Prof.R.s. Soeriaatmadja (Hendrojogi, 2004:21) . “koperasi
ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan
derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan
politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi
kebutuhanbersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama”
Paul Hubert Casselman (Hendrojogi, 2004:24) mengatakan
“Cooperation is an economic system with social content”. (koperasi
adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial).
Jadi, sesuai dengan bunyi defenisi dari Casselman terdapat dua
unsur dalam koperasi, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Tentang
unsur ekonomi, tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi adalah tujuan
ekonomi atau dengan perkataan lain bahwa koperasi harus bekerja
dengan motif ekonomi, sedangkan komponen-komponen atau bagian-
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bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi,
seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakaannya
pemeriksaan secara periodik, dan adanya cadangan.
Tentang unsur sosial seperti yang terdapat dalam defenisi tersebut
bukanlah dalam arti kedermawanan, tetapi lebih untuk menerangkan
kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antara sesama anggota
dengan hubungan anggota dengan pengurus. Disamping itu,unsur sosial
tersebut dapat pula ditemukan dalam cara kerja koperasi yang
demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk, persaudaraan
dan kesatuan (fraternity dan unity), pembagian sisa hasil usaha kepada
anggota proporsional dengan transaksinya serta menolong diri sendiri.
Prof. Marvin, A. Schaars (Hendrojogi, 2004:23 ) mengatakan
“Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan
dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan
dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas
dasar biaya”. Perlu diketahui bahwa dalam istilah “dioperasikan oleh
mereka dan untuk mereka…..” memberikan pengertian bahwa tujuan dari
koperasi itu adalah pemberian pelayanan kepada anggota. Tujuan
koperasi adalah untuk memberikan pelayanan kepada para anggota dan
bukan untuk mencari keuntungan.
Menurut Sonny Sumarsono, Koperasi dipahami sebagai
perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk
memperjuangkan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan
sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.
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Menurut Hatta, Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang
lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya
dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada
koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.
Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki
kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi
perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing
memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan,
dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai
dengan yang mereka lakukan. (ILO, 1966 dikutip dari Edilus dan
Sudarsono).
Menurut Dieteer W. Benecke, koperasi adalah kumpulan orang-
orang yang berstatus sebagai anggota sekaligus sebagai pelanggan dari
koperasi itu sendiri. Lambang Koperasi Indonesia memiliki arti
(sumber:http://frwarandy.blogspot.com/2011/09/pengertian-koperasi-
konsep-nilai.html):
1. Roda Bergigi, melambangkan upaya keras yang ditempuh secara
terus menerus.
2. Rantai, memiliki makna ikatan kekeluargaan, persatuan, dan
persahabatan yang kokoh.
3. Padi dan Kapas, melambangkan kemakmuran anggota koperasi
secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh
koperasi.
4. Timbangan, menggambarkan keadilan sosial bagi salah satu dasar
kopersi.
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5. Bintang dan Perisai, yang merupakan lambang dari Pancasila yang
berarti landasan ideal koperasi.
6. Pohon Beringin, menggambarkan simbol kehidupan yang memiliki
sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang berakar
kokoh.
7. Koperasi Indonesia, melambangkan kepribadian koperasi rakyat
Indonesia.
8. Warna Merah dan Putih, menggambarkan sifat nasional Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah tentang penggunaan lambang Koperasi Indonesia, maka
sejak diumumkan peraturan resmi ini, lambang koperasi Indonesia yang
berlaku adalah gambar teratai berwarna abu-abu sebagai ganti dari logo
koperasi yang sudah digunakan yaitu logo pohon beringin.
Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang
memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap
perkoperasian di Indonesia mengandung makna bahwa koperasi
Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif,
inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan
berorientasi pada keunggulan teknologi.
Tujuan utama koperasi berfokus pada peningkatan kesejahteraan
anggota dan masyarakat, hal ini terlihat pada pasal 3 Undang-Undang
nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyebutkan bahwa :
“Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta
ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur
berlandaskan pancasila dan undang-undang Dasar 1945.”
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Menurut Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.com. fungsi dan
peran koperasi adalah :
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat paa umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai
sokogurunya;
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Ada 8 asas koperasi menurut Rochdale Pioneers, yaitu :
1. Pengendalian secara demokrasi (Democratic control)
2. Keanggotaan yang terbuka (open membership)
3. Bunga terbatas atas modal (Limited interest on capital)
4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan
pembeliannya (the distribution of surplus in dividend to the members
in proportion to their purchases)
5. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (Trading
strictly on a cash basis)
6. Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni (selling
only pure and unadulterated goods)
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7. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-
asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu. (providing
for the education of the members in Co-operative principles as well
as for mutual trading)
8. Netral dalam aliran agama dan politik (political and religious
neutrality).
Dr. Mohammad Hatta dalam Almanak Koperasi 1957-1958 membagi
asas-asas Rochdale tersebut dalam 2 bagian :
1. Dasar-dasar pokok,yaitu :
a) Demokrasi koperatif, yang artinya bahwa kemudi (pengelolaan)
dan tanggung jawab, adalah berada ditangan anggota sendiri.
b) Dasar persamaan hak suara.
c) Tiap orang boleh menjadi anggota.
d) Demokrasi ekonomi, keuntungan dibagi kepada anggota
menurut jasa-jasanya.
e) Sebagian dari keuntungan diperuntukkan untuk pendidikan
anggota.
2. Dasar-dasar moral :
a) Tidak boleh dijual dan dikedaikan barang-barang palsu.
b) Harga barang harus sama dengan pasar setempat.
c) Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin.
d) Jual beli dengan tunai. Kredit dilarang karena menggerakkan
hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.
Dari 8 asas Rochdale tersebut, 7 buah yang dianggap sebagai asas
yang pokok (essential principles), yaitu :
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1. Keanggotaan terbuka (open membership).
2. Pengadilan yang demokratis (democratic control).
3. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan
jumlah transaksinya (distribution of the surplus to the members in
proportion to their transaction).
4. Bunga terbatas atas modal (Limited interest on capital).
5. Netral dalam agama dan politik (political and religious neutrality).
6. Pembayaran secara tunai (cash trading).
7. Pengadaan pendidikan bagi anggotanya (promotion of education).
Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi
dalam menjalankan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Prinsip Koperasi
Menurut UU No.25 Tahun 1992, yaitu :
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung
makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh
siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa
seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai
dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan
tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi
dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota
itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam
koperasi.
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3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha
masing-masing anggota.
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-
mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi
tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap
koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai
kekeluargaan dan keadilan.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk
kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari
keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang
diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan
semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud
dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga
yang berlaku dipasar.
5. Kemandirian
Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa
bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada
pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam
kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang
bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani
mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, dan kehendak
untuk mengelola diri sendiri.
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Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi
juga melaksanakan prinsip-prinsip :
1. Pendidikan perkoperasian
Pendidikkan koperasi akan membawa masyarakat umtuk dapat
menjalankan koperasi susui tata aturan yang di tetapkan sehingga
tujuan koperasi dapat tercapai.
2. Kerjasama antar koperasi
Koordinasi dan kerjasama antar koperasi sangat diperlukan untuk
memajukan koperasi secara nasional.
Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip
koperasi(sumber:http://contohskripsiku.com/pdf/journal+internasional+kop
erasi+2010+2012+pdf) sebagai berikut:
a. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan
yang dibuat-buat
b. Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara
c. Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada
Menurut Rochdale, setidak-tidaknya ada empat prinsip yang harus
dipenuhi oleh setiap badan usaha yang menamakan dirinya koperasi,
yaitu :
1. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang
berdasarkan kesukarelaan.
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara
para anggota.
3. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam
ketatalaksanaan dan usaha koperasi.
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4. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap
hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa
koperasi oleh para anggotanya.





3. Dana cadangan; dan
4. Hibah
b. Modal pinjaman
1. Anggota dan calon anggota;
2. Koperasi lainnya/ anggotanya yang didasari dengan perjanjian
kerjasama antar koperasi;
3. Bank atau lembaga keuangan lainnya;
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
5. Sumber lain yang sah.
Jenis-jenis koperasi secara umum dapat dikelompokan menjadi :
1. Koperasi simpan pinjam : koperasi yang bergerak di bidang
simpanan dan pinjaman.
2. Koperasi konsumen : koperasi yang beranggotakan para
pengusaha kecil menengah dengan menjalankan kegiatan
pengadaan bahan baku dan penolonng untuk anggotanya.
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3. Koperasi pemasaran : koperasi yang menjalankan kegiatan
penjualan barang/jasa anggotanya.
4. Koperasi jasa : koperasi yang bergerak dibidang memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
5. Koperasi sekolah : koperasi yang beranggotakan murid-murid
sekolah baik negeri atau swasta yang bertujuan untuk
memelihara, mengembangkan, dan mempertinggi mutu
pengetahuan serta ketrampilan berusaha dalam bentuk
koperasi.
Dalam mengelola koperasi, perlu dipikirkan perangkat-perangkat
organisasi yaitu rapat anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota
menetapkan garis-garis besar pola kebijakan yang harus dikerjakan
pengurus. Pengurus bekerja atas dasar pola kebijakan yang ditetapkan
rapat anggota dengan rambu-rambu anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga, minimal sekali dalam setahun, pengurus mengajukan
pertanggungjawaban pada rapat anggota. Sementara itu, pengawas
bertugas mengawasi kinerja pengurus dan melaporkan hasilnya secara
tertulis pada rapat anggota.
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
koperasi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi haruslah
melalui persetujuan rapat anggota, dimulai dari pemilihan, pengangkatan
dan pemberhentian pengurusan serta pengawasan. Rapat anggota luar
biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau
keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
Adapun hal-hal yang ditetapkan oleh Rapat anggota ialah :
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1. Anggaran dasar.
2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan
usaha koperasi.
3. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja
koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
4. Pembagian sisa hasil usaha.
Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat dan disertai
penyerahan mandat untuk melaksanakan kepimpinan koperasi. Biasanya
pengurus dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus
bertanggung jawab dalam segala kegiatan pengelolaan koperasi baik
pada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Dalam hal kerugian,
pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
menanggung kerugian yang diderita koperasi yang disebabkan
kesengajaan atau kelalaiaan. Disamping tanggung jawab tersebut ,
apabila tindakan kemungkinan itu dilakukan dengan sengaja, tidak
menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan
penuntutan. Tugas Pengurus koperasi ialah :
1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana
anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.
4. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas
ditetapkan dalam anggaran dasar. Wewenang yang dimiliki pengawas
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koperasi ialah sebagai pengawas yang meniliti catatan yang ada pada
koperasi dan pengawas berhak mendapatkan segala keterangan yang
diperlukan. tugas yang dijalankan pengawas koperasi ialah:
1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan dan pengolaan koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
II.2.2 Koperasi Sekolah
Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan
sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi
sekolah dapat didirikan pada berbagai tingkatan sesuai jenjang
pendidikan, misalnya koperasi sekolah dasar, koperasi sekolah
menengah pertama, dan seterusnya.Ciri-ciri koperasi sekolah yaitu :
a. Bentuknya Badan Usaha yang tidak berbadan Hukum.
b. Anggotanya siswa-siswa sekolah tersebut.
c. Keanggotannya selama kita masih menjadi siswa.
d. Koperasi sekolah dibuka pada waktu istirahat.
e. Sebagai latihan dan praktek berkoperasi.
f. Melatih disiplin dan kerja.
g. Menyediakan perlengkapan pelajar.
h. Mendidik siswa hemat menabung.
i. Tempat menyelanggarakan ekonomi dan gotong royong.
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Ada beberapa tujuan koperasi sekolah , antara lain :
1) Melatih dan mengembangkan bakat serta pengetahuan
berkoperasi dikalangan para siswa agar menjadi manusia tang
bertanggung jawab.
2) Memupuk kesetiakawanan dalam berorganisasi dan
menanamkan kesadaran hidup bekerja sama dalam mengurus
koperasi.
3) Memelihara hubungan baik dan kekeluargaan di kalangan para
siswa.
4) Memupuk rasa cinta kepada sekolah
5) Menanamkan kedisiplinan dalam berorganisasi di kalangan para
siswa
6) Memberikan kemudahan bagi para siswa dalam memenuhi
kebutuhannya
7) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi para siswa.
Landasan pokok dalam perkoperasian Indonesia bersumber pada
UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Pasal ini mengandung cita-cita untuk
mengembangkan perekonomian yang berasas kekeluargaan. Peraturan
yang lebih terperinci tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992. Undang-undang ini berisi pedoman bagi pemerintah dan
masyarakat mengenai cara-cara menjalankan koperasi, termasuk
koperasi sekolah.
Keanggotaan lain dapat diisi oleh guru apabila tidak atau belum ada
murid yang mampu menjabatnya dengan persetujuan kepada sekolah
sampai ada murid yang mampu dan bersedia.Menurut Undang-Undang
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No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengurus dipilih dari dan oleh
anggota. Setiap anggota dapat dipilih sebagai pengurusan koperasi
sekolah. Adapun syarat-syarat pengurus koperasi sekolah antara lain :
1. Mampu memimpin koperasi sekolah, bertanggung jawab
terhadap setiap keputusan yang telah diambil dan ditetapkan,
2. Jujur dalam melaksanakan tugas,
3. Mempunyai minat yang besar terhadap koperasi,
4. Memiliki sifat sosial dan rela berkorban,
Untuk badan pengawas koperasi sekolah ditambahkan dengan
persyaratan mengerti administrasi /akuntansi, mampu memegang rahasia
terhadap pihak ketiga, mampu memberikan saran dan perbaikan
terhadap kesalahan pengelolaan koperasi sekolah.Apabila tidak ada
siswa yang memenuhi persyaratan, badan pengawas dapat juga diangkat
dari guru dengan persetujuan kepala sekolah.
Modal koperasi sekolah didapat darisimpanan pokok yang
pembayarannya dapat diangsur, simpanan wajib yang dipungut setiap
bulan, simpanan sukarela yang sifatnya bebas dan tidak dibatasi
jumlahnya, modal donasi yaitu modal yang diperolehdari pihak lain,
dermawan, atau pihak sekolah/orang tua murid sekolah yang
bersangkutan, modal tambahan yang berasal dari dana cadangan,
sertalapangan usaha.
Koperasi sekolah berada dalam lingkungan sekolah yang usahanya
meliputi sektor ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan para siswa
sekolah yang bersangkutan seperti :
44
a. Simpan pinjam;
b. penjualan buku-buku pelajaran dan alat tulis, penjualan alat-alat
praktik laboratorium;
c. penyelenggaraan kantin sekolah;
d. penjualan barang atau jasa lain untuk memenuhi kebutuhan
siswa.
Struktur organisasi koperasi sekolah terdiri dari :
a. Alat perlengkapan organisasi koperasi sekolah, yaitu :
1) Rapat anggota koperasi sekolah
2) Pengurus koperasi sekolah
3) Badan pemeriksa / pengawas
b. Dewan penasehat koperasi sekolah, hal ini dimaksudkan untuk
keperluan bimbingan pada koperasi sekolah, diangkat penasihat
koperasi sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas :
1) Kepala sekolah yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya
(exofficio)
2) Guru pada sekolah yang bersangkutan; dan
3) Salah seorang wakil persatuan orang tua murid yang
memiliki pengalaman di bidang koperasi
Pelaksana harian bertugas mengelola usaha, administrasi, dan
keuangan. Pelaksana harian dapat diatur bergantian antara pengurus
koperasi sekolah atau ditunjuk secara tetap atau bergantian antara




Berdasarkan teori dan konsep yang telah dipaparkan diatas
mengenai transparansi dimana segala aspek dari proses
penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan
mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan.
Transparansi pelayanan melingkup beragam aspek, menurut Dwiyanto
terdapat 3 aspek yaitu :
1) Mengukur tingkat keterbukaan proses pelayanan.
2) Kemudahan dalam memahamiperaturan dan prosedur pelayanan.
3) Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai
aspek penyelenggaraan pelayanan.
Adapun kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian
ini yaitu sebagai berikut :



























Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif..
Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk
mengetahuitransparansi pelayanan di Koperasi Akbardi SMA Negeri 21
Makassar.
III.2 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang
tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang
diteliti. Dasar penelitiannya adalah wawancara kepada
narasumber/informan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
rumusan masalah penelitian.Studi deskriptif dalam penelitian ini
merupakan studi eksplorasi yang difokuskan pada penelaahan lokasi
penelitian sebagai pra-kondisi dalam memeroleh informasi akurat
mengenaitransparansi pelayanan koperasi Akbar di SMA Negeri 21
Makassar.
III.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Koperasi Akbar di SMA Negeri 21
Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
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III.4 Jenis Data
Jenis data yang dapat didapatkan dari penelitian kualitatif yaitu:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil
wawancara dari narasumber atau informan yang dianggap
berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan
sebenarnya di lapangan yakni pengelolaan pelayanan koperasi di
SMA Negeri 21 Makassar.
2. Data Sekunder
Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari
Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) , Buku Kas dan dokumen
Koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar.
III.5 NARASUMBER ATAU INFORMAN
Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang
yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang Transparansi
Pelayanan Koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar, yaitu :








Fokus penelitian adalah adalah masalah pokok yang bersumber dari
pengalaman peneliti atau melalui penelitian yang diperoleh. Adapun fokus
dalam penelitian ini adalah transparansi pelayanan koperasi Akbardi SMA
Negeri 21 Makassar dengan menggunakan 3 aspek yaitu mengukur
tingkat keterbukaan proses pelayanan, kemudahan dalam memahami
peraturan dan prosedur pelayanan, serta kemudahan untuk memperoleh
informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan.
III.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan
data, yaitu:
1. Wawancara mendalam (indepth interview)
Melakukan pengumpulan data melalui tanya jawab dan dialog
atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak
tentang transparansi pelayanan Koperasi Akbar di SMA Negeri 21
Makassar.
2. Observasi
Melakukan pengamatan secara langsung di Koperasi Akbar
SMA Negeri 21 Makassar guna memperoleh keterangan data yang
lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan
transparansi pelayanan koperasi.
3. Studi Dokumen
Melakukan pengumpulan data dan telaah pustaka dimana
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan
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permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal,
karya tulis ilmiah.
III.8 Teknik Analisis Data
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan
cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari
hasil wawancara dengan informan. Dalam melakukan análisis data,
peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari :
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan
yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung
ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar
mendapatkan sumber data mengenai pengelolaan koperasi Akbar di
SMA Negeri 21 Makassar.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti.
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi
dalam bentuk teks naratif, tabel dan bagan yang bertujuan
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih
kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Pada
tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution
drawing/ verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan,
konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.
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Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan
verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan
sehingga data-data dapat diuji validitasnya.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN
IV.1 Deskripsi SMA Negeri 21 Makassar
IV.1.1 Lokasi SMA Negeri 21 Makassar
SMA (Sekolah Menengah Akhir) Negeri 21 makassar terletak di jalan
Tamalanrea Raya Blok A. No. 1 Kompleks Perumahan Bumi
Tamalanrea Permai / BTP Makassar
IV.1.2 Visi dan misi Negeri 21 Makassar
- Visi :
“Terwujudnya insane yang berahlak mulia, berkarakter bangsa
dan unggul dalam IPTEK, cerdas inovatif serta kompetitif dalam
dunia GLOBAL.”
- Misi :
1. Membentuk peserta didik yang berahlak mulia,
berkepribadian dan berkarakter bangsa
2. Mengembangkan prestasi kompetensi lulusan yang dapat
diterima pada perguruan tinggi
3. Mengingatkan kemampuan bahasa inggris dan teknologi
komunikasi dalam menghadapi globalisasi.
4. Menumbuhkan kreatifitas peserta didik dalam melakukan
penelitian ilmiah kewirausahaan dan lingkungan hidup
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IV.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
A. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah
1. Kepala Sekolah sebagai pendidik (Educator)
a. Membimbing guru dalam hal menyusun dan
melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil
belajar dan melaksanakan program pengajaran dan
remedial.
b. Membimbing karyawan dalam hal menyusun program
kerja dan melaksanakan tugas sehari-hari.
c. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler,
OSIS dan mengikuti lomba diluar sekolah.
d. Mengembangkan staf melalui pendidikan/latihan, melalui
pertemuan, seminar dan diskusi, menyediakan bahan
bacaan, memperhatikan kenaikan pangkat, mengusulkan
kenaikan jabatan melalui seleksi calon Kepala Sekolah.
e. Mengikuti perkembangan Iptek melalui
pendidikan/latihan, pertemuan, seminar, diskusi dan
bahan-bahan.
2. Kepala Sekolah sebagai Manajer (Manager)
a. Mengelola administrasi kegiatan belajar dan bimbingan
konseling dengan memiliki data lengkap administrasi
kegiatan belajar mengajar dan kelengkapan administrasi
bimbingan konseling.
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b. Mengelola administrasi kesiswaan dengan memiliki data
administrasi kesiswaan dan kegiatan ekstra kurikuler
secara lengkap.
c. Mengelola administrasi ketenagaan dengan memiliki
data administrasi tenaga guru, karyawan
(TU/laboran/teknisi/perpustakaan).
d. Mengelola administrasi keuangan, baik administrasi
keuangan rutin, OPF maupun BP3.
e. Mengelola administrasi sarana/prasarana baik
administrasi gedung/ruang, mebelair, alat laboratorium,
perpustakaan.
3. Kepala Sekolah sebagai Pengelola Administrasi
(Administrator)
a. Menyusun program kerja, baik jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang.
b. Menyusun organisasi ketenagaan di sekolah, baik
Wakasek, Walikelas, Ka TU, Bendahara, Personalia
kegiatan temporer, seperti Panitia Ujian, panitia
peringatan hari besar nasional atau keagamaan dan
sebagainya.
c. Menggerakkan staf/guru/karyawan dengan cara
memberikan arahan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas.
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d. Mengoptimalkan sumber daya manusia secara optimal,
memanfaatkan sarana/prasana secara optimal dan
merawat sarana prasarana milik sekolah.
4. Kepala Sekolah sebagai Penyelia (Supervisor)
a. Menyusun program supervisi kelas, kegiatan ekstra
kurikuler dan sebagainya.
b. Melaksanakan program supervisi baik supervisi kelas,
dadakan, ekgiatan ekstra kurikuler dan lain-lain.
c. Memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan
kinerja guru/karyawan dan untuk pengembangan
sekolah.
5. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (Leader)
a. Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, eprcaya diri,
bertanggung jawab, berani mengambil resiko dan berjiwa
besar.
b. Memahami kondisi anak buah, baik guru, karyawan dan
anak didik.
c. Memiliki visi dan memahami misi sekolah yang diemban.
d. Mampu mengambil keputusan baik urusan intern
maupun ekstern.
e. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun
tertulis.
B. Tugas Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
dalam:
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1. Menyusun program pengajaran.
2. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan.
3. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran.
4. Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian
akhir.
5. Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan
ketamatan
6. Mengatur jadwal penerimaan rapor dan ijazah.
7. Mengkoordinasikan, menyusun dan mengarahkan
penyusunan kelengkapan mengajar.
8. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.
9. Mengatur pengembangan MGMP/MGBK dan koordinator
mata pelajaran
10. Melakukan supervisi administrasi akademis
11. Melakukan pengarsipan program kurikulum
12. Penyusunan laporan secara berkala.
C. Tugas Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan
Membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dalam:
1. Menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi:
kepramukaan, PMR, KIR, UKS, PKS, Paskibra, pesantren
kilat.
2. Melaksanaan bimbingan, pengarahan dan pengendalian
kegiatan kesiswaan/OSIS dalam rangka menegakkan disiplin
dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus OSIS.
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3. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi.
4. Menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insidental.
5. Membina dan melaksanakan koordinasi 9K.
6. Melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan
penerima bea siswa.
7. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam
kegiatan di luar sekolah.
8. Mengatur mutasi siswa.
9. Menyusun dan membuat kepanitiaan Penerimaan Siswa Baru
dan pelaksanaan MOS.
10. Menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah.
11. Menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi.
12. Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala.
D. Tugas Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
dalam:
1. Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana.
2. Mengkoordinasikan penggunaan sarana prasarana.
3. Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran.
4. Mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana.
5. Bertanggung jawab terhadap kelengapan data sekolah
secara keseluruhan.
6. Melaksanakan pembukuan sarana dan prasarana secara
rutin.
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7. Menyusun laporan secara berkala.
E. Tugas Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat
Membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah
dalam:
1. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan
dewan sekolah.
2. Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid.
3. Membina pengembangan antara sekolah dengan lembaga
pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya.
4. Mem`buat dan menyusun program semua kebutuhan
sekolah.
5. Koordinasi degnan semua staf untuk kelancaran kegiatan
sekolah.
6. Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga
sekolah.
7. Melakukan koordinasi dengan semua staf dan bertanggung
jawab untuk mewujudkan 7K.
8. Menyusun program kegiatan bakti sosial, karya wisata, dan
pameran hasil pendidikan.
9. Mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk
menghadirkan rapat masalah-masalah bersifat umum.
10. Menyusun laporan secara berkala.
F. Tugas Kepala Tata Usaha
Bertanggung-jawab kepada Kepala Sekolah dalam kegiatan:
1. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah.
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2. Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar.
3. Pengurusan administrasi sekolah.
4. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha
sekolah.
5. Penyusunan administrasi sekolah meliputi kesiswaan dan
ketenagaan.
6. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah secara
keseluruhan.
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K
8. Penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala.
F. Tugas Pokok dan Fungsi Guru
Bertanggung jawab Kepada Sekolah dalam melaksanakan KBM,
meliputi:
1. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap.
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran.
3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan
harian, ulangan umum, dan ujian akhir.
4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian.
5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan
pengayaan.
6. Mengisi daftar nilai anak didik.
7. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan
pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran.
8. Membuat alat pelajaran/alat peraga.
9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni.
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10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan
kurikulum.
11. Melaksanakan tugas tertentu di seolah.
12. Mengadakan pengembangan program pembelajaran.
13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik.
14. Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran.
15. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya.
16. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan
pangkat.
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IV.1.4 Struktur Organisasi SMAN 21 Makassar




















IV.2 Deskripsi Koperasi Akbar di SMAN 21 Makassar
IV.2.1 Sejarah berdirinya Koperasi Akbar
Koperasi akbar berdiri pada tanggal 30 Agustus 2007 yang disahkan
oleh Mentri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia dengan ketentuan Undang-Undang nomor 25
Tahun 1992.
IV.2.2 Tujuan dan Usaha Koperasi
Tujuan :
1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional.
Tujuan utama Koperasi yakni mengembangkan kesejahteraan
anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi
Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan
modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan
anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada
laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak
menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang
disumbangkan pada masing-masing anggota.Untuk mencapai tujuan
diatas maka koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang
berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut :
1. Melakukan usaha pengadaan dan pendistribusianbarang kepada
anggota dan masyarakat.
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2. Melakukan usaha simpan pinjam setelah mendapat pengesahan
dan badan hukum.
3. Melaksanakan usaha pertokoan untuk pelayanan anggota dan
masyarakat umum.
4. Kerjasama antar koperasi, sektor pemerintah dan swasta dalam
bidang usaha lain yang saling menguntungkan.
5. Melaksanakan usaha rekanan, leveransir, catering, fotokopy,
ATK, percetakan konveksi, baju seragam sekolah, sepatu dan
kantin.
6. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang
(Business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (Tahunan)
serta Rencana Anggaran.
IV.2.3 Program Kerja Koperasi Akbar di SMAN 21 Makassar
1. Bidang organisasi dan pengurus
a. Keanggotaan
- Melengkapi buku-buku administrasi organisasi dan usaha
sesuai petunjuk yang berwenang
- Melaksanakan rapat-rapat pengurus 6 (enam) kali dalam
setahun
- Melaksanakan RAT tiap tahun selambat-lambatnya bulan
Mei untuk tahun berikutnya. (PP 17 tahun 2013)
- Tetap menerima anggota baru untuk tahun 2015 secara
selektif dengan jaminan dari instansi/bendahara dan




- Melaksanakan koordinasi antara pengurus setiap ada
permasalahan atau kebijaksanaan untuk menentukan
keputusan yang terbaik
- Meningkatkan kualitas pelayanan pengurus terhadap
anggota
- Meningkatkan keterampilan kerja pengurus melalui
pelatihan/pendidikan.
c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Pengawas
- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan
pengelolaan keuangan koperasi.:
- Meneliti catatan dan pembukuan secara kontinyu
terhadap koperasi Akbar.
- Pengawas senantiasa memberikan koreksi dan saran
kepada pengurus demi kelancaran kegiatan koperasi,
contohnya yaitu buku kas.
2. Usaha permodalan
a. Meningkatkan pelayanan kepada anggota, baik secara
kuantitas, maupun kualitas
b. Suku bunga pinjaman jangka pendek 10% per sepulu bulan
dan 20% per dua puluh bulan dan 30% per tiga puluh bulan.
c. Simpanan pokok tetap Rp 100.000,- per orang dan simpanan
wajib Rp50.000,- per orang tiap bulannya.
d. Mendorong anggota untuk menyimpan baik berupa tabungan
sukarela dengan member jasa
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e. Mengusahakan modal luar baik modal pinjaman dari
perorangan ataupun bentuan pemerintah, BUMN atau swasta
f. Pembagian SHU anggota kepada masing-masing anggota
g. Permohonan pinjaman sudah harus masuk pada pengurus
pertanggal 1 sampai dengan 10 per bulannya
3. Bidang Usaha
a. Unit Simpan Pinjam
- Mengusahakan modal luar, baik pinjaman dari perorangan
ataupun bantuan pemerintah, BUMN dan swasta
- Simpan pinjam dari modal anggota
- Kerjasama Bank dalam permodalan baik bersyarat
maupun dalam bentuk lainnya
b. Unit Distribusi Barang
- Melakukan usaha pengadaan dan pendistribusian barang
kepada anggota dan siswa SMA Negeri 21 Makassar
- Melakukan usaha rekanan, leveransir, ATK, percetakan
konveksi, baju seragam sekolah, sepatu dan kantin.
- Kantin jujur dikelola oleh Koperasi
4. Manajemen / Karyawan
Pembagian tugas bagi pengurus
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IV.2.4 Pengelolaan Organisasi dan Administrasi
a. Bidang Organisasi
Tabel 4.1Pengurus Koperasi Akbar SMAN 21 Makassar
2014/2015











Sumber : Dokumen laporan pertanggung jawaban pengurus
tahun 2015
Tabel4.2PengawasKoperasi Akbar SMAN 21 Makassar
2014/2015
















Sumber : Dokumen laporan pertanggung jawaban pengurus tahun
2015
Tabel 4.3Karyawan Koperasi Akbar SMAN 21 Makassar
2014/2015
No. Nama Pendidikan Nomor Anggota
1 Fatmawati,S.Pd S1 120071
Sumber : Dokumen laporan pertanggung jawaban pengurus tahun
2015
66
Tabel 4.4Perkembangan Anggota Koperasi Akbar SMAN 21
Makassar 2014/2015
No Tahun Jenis Kelamin Jumlah Ket.


































Sumber : Dokumen laporan pertanggung jawaban pengurus tahun
2015
b. Bidang Administrasi :
1. a. Rapat Anggota Tahunan
- Tahun buku 2010 tanggal 3 Maret 2011
- Tahun buku 2011 tanggal 7 Februari 2012
- Tahun buku 2012 tanggal 25 Januari 2013
- Tahun buku 2013 tanggal 8 Februari 2014
- Tahun buku 2014 tanggal 17 Februari 2015
b. Rapat Pengurus dalam tahun buku 2011 diadakan
sebanyak 3 kali
c. Rapat Pengurus dalam tahun buku 2012 diadakan
sebanyak 4 kali
d. Rapat Pengurus dalam tahun buku 2013 diadakan
sebanyak 6 kali




Dalam Tahun buku 2014 telah diadakan pendidikan dengan
mengikuti pendidikan pada kantor koperasi kota sebanyak 4
kali dengan peserta 3 orang
3. Pelaksanaan pengawasan
Badan pengawasan koperasi melaksanakan pengawasan
secara kontinu, dengan melaksanakan rapat konsultasi dan
evaluasi sebanyak 4 kali
4. Kemitraan
Mitra dengan Bank Muamalat Makassar dan Bank BTN
Makassar
5. Persuratan
- Surat masuk sebanyak 8 berkas berasal dari Dinas
Koperasi Kota Makassar
- Surat dari Badan Pengawas untuk rapat konsultasi dan
evaluasi sebanyak 2 kali
- Surat keluar sebanyak 4 kali
6. Buku perlengkapan administrasi








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
V.1 Keterbukaan proses pelayanan koperasi akbar di SMA Negeri 21
Makassar
Tingkat keterbukaan pelayanan koperasi disini dapat dinilai dari
seluruh proses pelayanan koperasi, termasuk di dalamnya adalah
persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan serta prosedur pelayanan
yang harus dipenuhi. Seluruh persyaratan, biaya dan waktu serta prosedur
yang diperlukan harus diberitahukan atau dipublikasikan secara terbuka
dan mudah diketahui oleh para anggotanya. Pengurus koperasi harus
menjelaskan kepada para anggota mengenai persyaratan yang harus
dipenuhi.
Koperasi akbar terus berupaya dalam pelayanannya kepada anggota
bisa lebih transparan. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya Rapat
Anggota Tahunan (RAT) tiap tahun. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam
koperasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap akhir tahun
buku demi terciptanya transparansi pelayanan koperasi. Dengan adanya
Rapat Anggota Tahunan, setiap kegiatan atau proses pelayanan koperasi
dapat dipertanggung jawapkan oleh seluruh pelaksanan pelayanan
sehingga dapat menekan tingkat kecurangan dalam proses pelayanan.
Setiap persyaratan, prosedur, serta biaya dan waktu dipublikasikan di
Rapat Anggota Tahunan (RAT).
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V.1.1 Keterbukaan Persyaratan
Persyaratan pelayanan harus dipublikasikan secara terbuka
dan mudah diketahui oleh para pengguna. Penyelenggara layanan
harus berusaha menjelaskan kepada para pengguna layanan
mengenai persyaratan yang harus dipenuhi beserta alasan
diperlukannya persyaranan itu dalam proses pelayanan di Koperasi
Akbar SMA Negeri 21 Makassar.
Banyak pelayanan publik yang persyaratannya tidak diketahui
secara pasti oleh pengguna pelayanan. Para penyelenggara publik
seringkali tidak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi
mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengguna
layanan. Mereka menganggap bahwa mengetahui persyaratan
pelayanan sepenuhnya menjadi urusan pengguna layanan. Kalaupun
penyelenggara menganggap perlu mereka hanya menjelaskan
secara lisan jika ada yang bertanya kepada mereka, dan tidak
menjelaskannya secara keseluruhan ke semua pengguna layanan.
Adapun penjelasan mengenai persyaratan yang dibutuhkan
untuk menjadi anggota Koperasi Akbar yang dijelaskan oleh
Sekertaris Koperasi Akbar pada wawancara tanggal 20 April 2015
yaitu :
“Persyaratan yang dibutuhkan oleh anggota koperasi yaitu (1) Warga
SMA Negeri 21 Makassar; (2) Memiliki penghasilan tiap bulannya. (3)
Memiliki kartu anggota Koperasi Akbar.(4)Memiliki jaminan dari
instansi/bendahara dan angsurannya diambil melalui bendahara gaji
SMA Negeri 21 Makassar (5) Menghadiri Rapat Anggota Tahunan
yang dilaksanakan tiap tahun.
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Mengenai keterbukaan persyaratan pelayanan Koperasi akbar,
telah dilakukan wawancara dengan pengurus koperasi yang
berperan sebagai penyedia layanan koperasi. Ketua Koperasi Akbar
pada 21 April 2015 menjelaskan bahwa :
“Persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota Koperasi
Akbar diumumkan melalui Rapat Anggota Tahunan yang
dilaksanakan tiap tahunnya.”
Adapun penilaian dari salah satu anggota koperasi mengenai
persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota Koperasi Akbar
pada wawancara tanggal 20 April 2015 yaitu :
“Persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi Akbar dipaparkan
dalam Rapat Anggota Tahunan sudah jelas yaitu harus warga SMA
Negeri 21 Makassar, dan memiliki penghasilan serta jaminan dari
bendahara SMA Negeri 21 Makassar.”
Kemudian menurut penilaian Pengawas / Badan Pemeriksa
Keuangan Koperasi Akbar mengenai Keterbukaan pelayanan
Koperasi Akbar pada wawancara tanggal 21 April 2015 yaitu :
“Persyaratan menjadi anggota koperasi Akbar dipublikasikan melalui
Rapat Anggota Tahunan yang diadakan tiap tahun dan juga
diberitahukan oleh pengurus koperasi secara langsung kepada calon
anggota dan sudah diuraikan secara jelas. Tetapi pemahaman
terhadap persyaratan tersebut tergantung dari setiapcalon anggota
apakah sudah dapat memahami persyaratan yang dibutuhkan atau
tidak.”
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengurus
dan pengawas Koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar, ditarik
kesimpulan bahwa persyaratan pelayanan Koperasi Akbar di SMA
Negeri 21 Makassar dapat dikatakan terbuka atau transparan.
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Hal ini ditunjukkan dengan persyaratan yang diumumkan
secara terbuka dan jelas oleh pihak pengurus Koperasi Akbar melalui
Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan diberitahukan oleh pengurus
koperasi secara langsung kepada calon anggota.
V.1.2 Keterbukaan Biaya dan waktu
Keterbukaan biaya dan waktu merupakan hal penting dalam
transparansi pelayanan. Biaya dan waktu dalam proses pelayanan
dikatakan transparan apabila diumumkan kepada pengguna layanan.
Biaya dan waktu yang dipublikasikan harus jelas dan sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan koperasi. Dalam pelayanan koperasi, biaya
dan waktu harus diumumkan secara terbuka melalui Rapat Anggota
Tahunan (RAT) agar anggota koperasi mendapat kejelasan
mengenai hal-hal yang meyangkut biaya dan jadwal yang telah
ditetapkan oleh koperasi.
Keterbukaan biaya dalam proses pelayanan Koperasi Akbar
di SMA Negeri 21 Makassar dijelaskan oleh Ketua Koperasi Akbar
pada wawancara tanggal 21 April 2015, yaitu:
“Dalam proses pelayanan koperasi, seluruh rincian keuangan seperti
Simpanan pokok tetap, simpanan wajib, suku bunga pinjaman, Sisa
Hasil Usaha (SHU), dan Laporan Keuangan dipaparkan dalam Rapat
Anggota Tahunan”
Lebih lanjut mengenai Keterbukaan Biaya dalam proses
pelayanan koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar, Ketua
Koperasi Menjelaskan bahwa:
“Simpanan pokok tetap dan simpanan wajib anggota langsung
dipotong dari gaji pegawai dan guru SMA Negeri 21 Makassar yang
termasuk dalam Anggota Koperasi Akbar. Adapun Simpanan
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sukarela dan Dana titipan dari anggota bisa langsung melalui
Bendahara Koperasi”
Keterbukaan biaya dalam pelayanan koperasi Akbar di SMA
Negeri 21 Makassar juga dijelaskan oleh Bendahara Koperasi Akbar
pada Wawancara tanggal 22 April 2015, yaitu:
“Koperasi akbar menetapkan simpanan pokok tetap Rp 100.000,- per
orang dan simpanan wajib Rp 50.000,- per orang tiap bulannya.
Suku bunga pinjaman jangka pendek adalah 10% per sepuluh bulan.
Jadi tiap bulannya koperasi Akbar hanya memiliki suku bunga
pinjaman 1% perbulan, bisa langsung dipotong dari gaji, bisa juga
diangsur melalui bendahara koperasi.
Lebih Lanjut Bendahara Koperasi Akbar di SMA Negeri 21
Makassar menerangkan bahwa :
“Dalam proses pelayanan koperasi Realisasi Pendapatan dan
Belanja Tahun Buku 2014 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun Buku 2015 telah dipaparkan dalam Rapat Anggota
Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2015.”
Adapun Keterbukan biaya menurut Pengawas Koperasi
Akbar di SMA Negeri 21 Makassar pada tanggal 21 April 2015
menjelaskan bahwa :
“Dalam proses pelayanan Koperasi telah dipaparkan oleh Pengurus
tentang biaya di Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 17 Februari
2015, Namun masih banyak laporan keuangan yang belum
dipaparkan. Contonya saja, akumulasi penyusutan inventaris
Koperasi tidak berdasarkan pada ketetapan perundang-undangan
koperasi, penyusutan seharusnya 10% tapi di susut menjadi 20%.
Begitu pula pada pengelolaan usaha koperasi khususnya penjual-
penjual makanan yang berada dibawah naungan koperasi tidak
dipaparkan dalam RAT.”
Lebih lanjut menurut Pengawas koperasi yaitu :
“Dalam pelaksanaan pelayanan koperasi mengenai waktu atau
jadwal selalu diumumkan kepada anggota, baik itu jadwal
pembayaran cicilan barang atapun cicilan pinjaman anggota.”
Gambar 5
Sumber :
SMA Negeri 21 Makassar,
Pukul 13.15 WITA
.1Daftar Realisasi dan Rencana anggaran Pendapatan
dan Belanja Tahun Buku 2014-2015
Laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Akbar
di kutip pada tanggal 22 Februari 2015,
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Gambar 5.2 Rekapitulasi Jumlah yang Diterima oleh Anggota
Koperasi Akbar di SMAN 21 Makassar
Sumber :Laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Akbar
SMA Negeri 21 Makassar, di kutip pada tanggal 22 Februari 2015,
Pukul 13.15 WITA
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Dari Laporan Rekapitulasi Jumlah yang diterima oleh
Anggota, Maka dapat dikatakan bahwa dari segi manajemen
Koperasi Akbar sangat baik, karena jumlah yang diterima anggota
cukup tinggi, sebagaimana tujuan koperasi yaitu menyejahterakan
anggotanya. Namun di laporan tersebut tidak dicantumkan rumus
perhitungannya.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ketua
Koperasi Akbar, Bendahara dan Pengawas Koperasi Akbar di SMA
Negeri 21 Makassar dapat disimpulkan bahwa keterbukaan biaya
koperasi belum transparan.
Pengurus koperasi telah memaparkan laporan keuangan di
Rapat Anggaran Tahunan (RAT) serta mengumumkan jadwal
pelayanan koperasi, namun masih ada laporan keuangan yang ridak
dipaparkan kepada anggota Koperasi seperti Laporan penjualan
makanan dan Biaya penyusutan yang kurang jelas.
V.1.3 Keterbukaan Prosedur Pelayanan Koperasi Akbar di SMA Negeri
21 Makassar
Prosedur merupakan rangkaian aktivitas, tugas-tugas,
perhitungan-perhitungan yang dijalankan melalui serangkaian
pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan..
Keterbukaan prosedur pelayanan Koperasi Akbar di SMA Negeri 21
Makassar dikatakan transparan jika dipublikasikan kepada
anggotanya sehingga anggota dapat mengetahui pengelolaan
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keuangan, pengelolaan administrasi, serta pengelolaan usaha yang
dilakukan oleh pengurus Koperasi.
Keterbukaan prosedur pelayanan koperasi Akbar di SMA
Negeri 21 Makassar menurut Sekertaris Koperasi Akbar di SMA
Negeri 21 Makassar tanggal 20 April 2015 yaitu :
“Prosedur pelayanan koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar
dijelaskan melalui RAT Koperasi, segala kegiatan yang dilakukan
oleh koperasi Akbar dipaparkan/diumumkan kepada anggota.”
Adapun Tahapan dalam proses pelayanan Koperasi Akbar di
SMA Negeri 21 Makassar, yaitu :
1. Mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi
2. Melengkapi buku-buku administrasi organisasi dan usaha sesuai
petunjuk yang berwenang.
3. Menyimpan uang tiap bulan yang biasa disebut dengan
simpanan pokok tetap dan simpanan wajib.
4. Permohonan pinjaman sudah harus masuk pada pengurus
pertanggal 1 sampai dengan 10 per bulannya.
5. Menghadiri RAT tiap tahunnya yang diadakan selambat-
lambatnya bulan Mei.
Berikut adalah jenis-jenis pelayanan yang dilakukan oleh
pengurus koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar, yaitu :
1. Permodalan
- Simpanan pokok









Adapun penilaian pengawas koperasi mengenai keterbukaan
prosedur pelayanan koperasi pada wawancara tanggal 21 April 2015
yaitu :
“Pengumuman prosedur pelayanan Koperasi Akbar di SMA Negeri
21 Makassar sudah jelas dan terbuka,setiap prosedur yang akan
dilakukan diumumkan oleh pengurus kepada seluruh anggota
dengan jadwal dari setiap prosedur, prosedur yang dilakukan tidak
membingungkan anggota.”
Dari hasil wawancara dengan sekertaris dan pengawas
koperasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan koperasi
Akbar dapat dikatakan transparan.
Hal ini dikarenakan seluruh prosedur pelayanan telah
diumumkan secara jelas dan terbuka, sehingga anggota tidak
kebingungan mengenai prosedur pelayanan koperasi Akbar di SMA
Negeri 21 Makassar.
V.2 Kemudahan Memahami Peraturan dan Prosedur Pelayanan Koperasi
Akbar di SMA Negeri 21 Makassar
Kemudahan memahami peraturan dan prosedur pelayanan sangat
penting guna mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan pelayanan. Para
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penyelenggara harus mampu menjelaskan peraturan dan prosedur kepada
pengguna layanan dengan penjelasan yang mudah dimengerti.
Kemudahan memahami yang dimaksud dalam indikator kedua ini
adalah penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang
diperlukan sesuai dengan pelaksanaannya merupakan hal yang sangat
penting bagi para pengguna. Menjelaskan kepada pengguna dan
stakeholders yang membutuhkan informasi dan pejelasan mengenai
prosedur dan praktik pelayanan merupakan bagian dari konsep
transparansi pelayanan. Keterangan mengenai kemudahan memahami
peraturan dan prosedur pelayanan koperasi dijelaskan oleh salah satu
anggota koperasi pada wawancara tanggal 22 April 2015 yaitu :
“Peraturan dan prosedur pelayanan koperasi Akbar di SMA Negeri
21 Makassar diumumkan oleh pengurus melalui Rapat Anggota Tahunan
atau pada Rapat guru SMA Negeri 21 Makassar, namun ada beberapa hal
yang yang masih kurang jelas dalam pemaparannya. Contohnya pada RAT
tanggal 17 Februari 2015, perhitungan SHU tidak dicantumkan dalam
Laporan pertanggung jawaban pengurus. Begitu juga dengan dana titipan,
tidak dilampirkan berapa persen yang diterima oleh anggota.”
Adapun menurut anggota lain mengenai kemudahan memahami
peraturan dan prosedur pelayanan koperasi pada wawancara tanggal 21
April 2015, yaitu:
“Peraturan pelayanan koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar
masih ada yang kurang jelas dan tidak dipublikasikan kepada anggota
koperasi. Seperti usaha yang di tangani oleh koperasi pendapatannya tidak
diumumkan secara lebih rinci hanya dijelaskan pemasukan dan
pengeluarannya tiap bulan sehingga kami tidak mengetahui apa saja yang
menjadi pengeluaran usaha toko koperasi.”
Gambar 5.3Tampilan rekap pe
pada Laporan Pertanggungjawaban pengurus Koperasi Akbar
di SMA Negeri 21 Makassar.
Sumber :Laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Akbar SMA
Negeri 21 Makassar, dikutip pada tanggal 22 Februari 2015.
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 2 (dua) Anggota
Koperasi Akbar SMA Negeri 21 makassar maka dapat disimpulkan bahwa
peraturan dan prosedur pelayanan koperasi belum mudah dipahami oleh
anggotanya.
Hal ini karena tidak tercantumkan rumus perhitungan yan
diterima anggota. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan Koperasi Akbar di
SMA Negeri 21 Makassar masih belum transparan berdasarkan aspek
kemudahan memahami prosedur pelayanan.




V.3 Kemudahan Memperoleh Informasi Mengenai Berbagai Aspek
PelayananKoperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar
Menurut Dwiyanto, semakin mudah pengguna memperoleh
informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik
semakin tinggi transparansi dari pelayanan tersebut. Sebaliknya jika
pengguna sulit mendapatkan informasi berbagai aspek seperti
persyaratan, waktu, dan biaya serta prosedur pelayanan maka
transparansi dari pelayanan tersebut rendah.
Adapun penjelasan terkait kemudahan memperoleh informasi
mengenai berbagai aspek pelayanan yang dalam hal ini yaitu persyaratan
pelayanan, biaya dan waktu, serta prosedur pelayanan dengan ketua
koperasi Akbar pada wawancara tanggal 21 April 2015 , yakni :
“Informasi mengenai persyaratan, biaya dan waktu serta prosedur kepada
anggota merupakan tugas dari pengurus koperasi untuk memberikan
informasi ataupun menjawab pertanyaan dari anggota maupun pengawas
koperasi”
Lebih lanjut Ketua koperasi Akbar SMA Negeri 21 Makassar
menjelaskan bahwa :
“Pertanyaan ataupun informasi yang menyangkut proses pelayanan
koperasi dapat diajukan kapan saja kepada anggota dan pengawas
dimana mengajukan pertanyaan disini bersifat fleksibel. Selain itu,
pengurus koperasi bersama dengan pengawas telah melaksanakan rapat
konsultasi dan evaluasi sebanyak 4 kali pada tahun buku 2014 ini. Dan
juga salah satu fungsi diadakannya Rapat Anggota Tahunan tiap tahun
yaitu agar anggota dan pengawas koperasi dapat mengetahui apa saja
kegiatan yang dilakukan oleh pengurus koperasi serta jika ada yang
kurang jelas dapat ditanyakan dalam rapat itu kepada pengurus”
Lebih lanjut Ketua koperasi Akbar SMA Negeri 21 Makassar
menjelaskan bahwa :
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“Dalam hal ini tergantung dari keaktifan pihak anggota agar
memperhatikan proses pelayanan yang dilaksanakan oleh pengurus
koperasi dan mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang pihami.”
Adapun penilaian mengenai kemudahan memperoleh informasi
mengenai berbagai aspek pelayanan yang dalam hal ini yaitu persyaratan
pelayanan, biaya dan waktu, serta prosedur pelayanan dengan pengawas
koperasi Akbar pada wawancara tanggal 21 April 2015 , yakni :
“Dalam memperoleh informasi mengenai persyaratan, biaya dan waktu,
serta prosedur dan juga berbagai informasi yang berkaitan dengan proses
pelayanan koperasi Akbar sangat mudah untuk didapatkan, selain karena
pengurus koperasi juga merupakan guru SMA Negeri 21 Makassar yang
selalu ada di sekopah kecuali pada hari libur sekolah juga karena
pengurus koperasi aktif dalam memberikan pengumuman jika akan
mengadakan rapat pengurus dan Rapat Anggota Tahunan.”
Adapun penilaian mengenai kemudahan memperoleh informasi
mengenai berbagai aspek pelayanan yang dalam hal ini yaitu persyaratan
pelayanan, biaya dan waktu, serta prosedur pelayanan dengan Salah satu
anggota koperasi Akbar pada wawancara tanggal 21 April 2015 , yakni :
“Informasi mengenai berbagai aspek pelayanan yang dalam hal ini yaitu
persyaratan pelayanan, biaya dan waktu, serta prosedur pelayanan
biasanya akan dibahas di Rapat Anggota Tahunan . dan anggota dengan
mudah mendapatkan jawaban jika ingin bertanya mengenai pelayanan
koperasi. “
Lebih lanjut salah satu anggota koperasi Akbar SMA Negeri 21
Makassar menjelaskan:
“Pengurus biasanya akan memberitahukan kepada anggota jika angsuran
pinjaman atau kredit barang anggota terlambat dibayar secara langsung.
Ada dua cara pembayaran angsuran pinjaman, yang pertama, dibayar
langsung kepada bendahara dan yang kedua, melalui potongan gaji dari
bendahara sekolah SMA Negeri 21 Makassar.”
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Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua Koperasi,
Pengawas koperasi dan salah satu anggota koperasi mengenai
kemudahan memperoleh informasi mengenai persyaratan, waktu dan
biaya serta prosedur proses pelayanan maka dapat dikatakan bahwa
anggota maupun pengawas dapat dengan mudah memperoleh informasi
mengenai berbagai aspek menyangkut pelayanan koperasi Akbar.
Hal ini ditunjukkan dengan keaktifan pengurus koperasi untuk
menjawab pertanyaan maupun memberikan informasi mengenai jadwal





Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil
kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruhdari hasil pembahasan
yang dikemukakan sebagai berikut :
1. Proses pelayanan koperasi akbar di SMA Negeri 21 Makassar yang
sudah transparan yaitu :
- Keterbukaan persyaratan pelayanan, hal ini ditunjukkan
dengan semua persyaratan diumumkan melalui Rapat
Sekolah dan Rapat Anggota Tahunan.
- Prosedur pelayanan koperasi, hal ini dikarenakan seluruh
prosedur pelayanan telah diumumkan secara jelas dan
terbuka kepada semua anggota, sehingga anggota tidak
kebingungan mengenai prosedur pelayanan koperasi Akbar di
SMA Negeri 21 Makassar.
- Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek
pelayanan koperasi, hal ini ditunjukkan dengan mudahnya dan
tanpa biaya anggota memperoleh informasi mengenai
berbagai aspek pelayanan dari pengurus koperasi Akbar di
SMA Negeri 21 Makassar.
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2. Pelayanan koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar yang belum
transparan yaitu :
- Jika ditinjau dari keterbukaan waktu dan biaya belum
transparan hal ini dikarenakan masih ada laporan keuangan
yang tidak dipaparkan kepada anggota Koperasi seperti
Laporan penjualan makanan dan Biaya penyusutan.
- Dari segi kemudahan memahami peraturan dan prosedur
pelayanan koperasi Akbar di SMA Negeri 21 makassar dapat
dikatakan masih belum mudah dipahami oleh anggotanya. Hal
ini ditunjukkan dengan seluruh SHU yang diperoleh tiap
anggota tidak dicantumkan rumus perhitungannya. Serta
prosedur tentang dana titipan / simpanan suka rela yang tidak
jelas perjanjiannya.
Dari tiga indikator Transparansi Pelayanan yang penulis gunakan
yakni Keterbukaan pelayanan, Kemudahan memperoleh informasi
mengenai berbagai aspek pelayanan koperasi, serta kemudahan
memahami peraturan dan prosedur pelayanan koperasi, maka disimpulkan
bahwa Koperasi Akbar di SMA Negeri 21 Makassar dari segi transparansi
pelayan dikatakan belum transparan.
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VI.2 SARAN
Adapun saran-saran dari penulis sesuai dengan pengetahuan dan
pengalaman dari penulis selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Pengurus Koperasi Akbar SMA Negeri 21 Makassar perlu terbuka dalam
hal pembukuan dan keuangan serta memaparkan secara tertulis seluruh
rumus perhitungan yang digunakan dalam pembagian SHU agar anggota
tidak kebingungan mengenai hal tersebut.
2. Pengurus maupun anggota koperasi Akbar perlu mengikuti pendidikan
tentang koperasi sesering mungkin agar memiliki pengetahuan dan dasar
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